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ABSTRAK 

 

Pada zaman dahulu seorang wanita dilarang keluar rumah tanpa ditemani 

mahramnya, hal ini dikarenakan pada masa lampau jaminan hak keamanan dan 

perlindungan bagi seorang wanita belum ditanggung negara tetapi lebih berada di  

bawah tanggungan mahramnya. Berbeda dengan masa sekarang ini, dimana hak-

hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan dijamin oleh negara 

maka ruang gerak bagi wanita pun dijamin oleh negara. Namun tidak seperti pada 

umumnya dimana hak dari seorang perempuan mendapat kebebasan, Maisyaroh 

dan Hafidhoh adalah perempuan yang mengalami ketidak-bebasan tersebut dalam 

memilih pasangan hidup, karena dia dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan 

bapaknya.Melihat realita yang terjadi di beberapa kasus, terdapat praktik kawin 

paksa yang dilakukan karena adanya hak ijbar wali dengan berbagai latar 

belakang dan alasan-alasan yang digunakan. Seorang wali yang memiliki hak 

ijbar dapat menikahkan anaknya tanpa memperhatikan hak dari anak tersebut, dan 

kebanyakan pernikahannya berujung pada perceraian. Dari fenomena yang ada, 

penulis tertarik melakukan penelitian terhadap praktik kawin paksa karena adanya 

hak ijbar wali yang terjadi pada Maisyaroh dan Hafidhoh yang telah dipaksa 

menikah, namun masih dapat mempertahankan rumah tangganya hingga 

dikaruniai anak. 

 

Berangkat dari pokok masalah tersebut, penyusun meneliti dengan 

menggunakan jenis penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analitik yang 

mana menggambarkan praktik kawin paksa pada Maisyarah dan Hafidhoh 

kemudian menganalisis dengan tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini tehnik 

yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan menganalisis data yang telah 

ada, yaitu kasus praktik kawin paksa yang terjadi pada Maisyaroh dan Hafidhoh, 

untuk kemudian ditarik kesimpulan umum yang sesuai dengan norma Islam. 

 

Setelah penyusun mengadakan penelitian dengan wawancara dan observasi 

kepada Maisyaroh dan Hafidhoh  maka analisis yang diperoleh dari praktik kawin 

paksa yang terjadi pada Maisyaroh karena adanya hak ijbar wali adalah belum 

sesuai dengan ajaran Islam karena ada beberapa syarat yang belum terpenuhi 

sedangkan praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali pada Hafidhoh 

masih sesuai dengan ajaran Islam meski ada unsure keterpaksaan namun syarat 

pernikahan telah terpenuhi. 

 

Kesimpulan dari penelitian yang penyusun lakukan terhadap praktik kawin 

paksa karena adanya hak ijbar wali terhadap Maisyaroh tergolong dalam 

perkawinan yang sakinah mawadah  wa rahmahnya rendah karena lebih banyak 

mudaratnya ketimbang maslahatnya, Sedangkan pada Hafidhoh tergolong dalam 

perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmahnya sedang meski maslahatnya 

lebih banyak ketimbang mudaratnya, tapi ada unsur keterpaksaan pada mulanya, 

ada pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
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A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 
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fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 

ditulis 

ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta‟ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 

 

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

„illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h. 



 
x 

 
 

 Ditulis Karâmah al-auliyâ‟ 

 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri 

 

D. Vokal pendek  

___ 

 

___ 

 

___ 

 

fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 

fathah + ya‟ mati 

 

kasrah + ya‟ mati 

 

dammah + wawu mati 

 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûḍ 

 

 

F. Vokal rangkap  
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1 

 

2 

Fathah + ya‟ mati 

 

fathah + wawu mati 

 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 

 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 

 

H. Kata sandang alif + lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 

 

ditulis 

ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 

 

ditulis 

ditulis 

As-Samâ‟ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 

 

ditulis 

ditulis 

Żawî al-furûd 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam Islam, Islam 

mengatur    tentang tata cara kehidupan berkeluarga agar terbentuk keluarga 

sakinah, mawadah wa rahmah. Karena hal tersebut pada dasarnya merupakan 

dambaan serta tujuan dari setiap perkawinan yang dilangsungkan. Hal ini 

dapat dimengerti karena kebahagiaan keluarga merupakan manifestasi dari 

sebuah rumah tangga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rūm 

yang berbunyi: 

1
  

 

Tujuan membentuk suatu perkawinan yang bahagia dan kekal 

dibutuhkan persiapan yang matang secara jasmani dan rohani. Kerelaan 

kedua mempelai dalam mengarungi rumah tangga merupakan salah satu 

kunci terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Sehingga 

kedua mempelai dalam menjalankan rumah tangganya penuh dengan kasih 

sayang.  

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi 

hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang 

bukan mahram. Dalam melaksanakan perkawinan itu, agama mengatur tata 

                                                             
1 Ar-Rūm (30):21.  
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cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun 

dan syarat perkawinan. Adapun rukun yang menjadi syarat sahnya nikah 

adalah: 1) Adanya mempelai laki-laki dan perempuan, 2) Adanya saksi, 3) 

Adanya Wali, 4) Adanya Mahar, 5) Adanya Ijab dan Qabul. 

Wali sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan didasarkan kepada 

sabda Nabi SAW dalam hadisnya:  

1
 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan, 

dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu 

ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama 

secara prinsip. Menurut salah satu pendapat fiqh, dalam suatu perkawinan, 

perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya, juga 

tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkannya 

kepada pihak walinya, bahkan seorang ayah berhak memaksa anak 

perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya. 

Hak yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek)  ini disebut dengan hak 

ijbar, yaitu wali yang mempunyai hak memaksa.
2
 Hal ini kemudian 

menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. 

Sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat, bahwa hak ijbar ini 

                                                             
1 Abu „Isa Muh}ammad ibn „Isa> ibn Saurah at-Tirmiżi, al Jami‟ as-Sahāỉh (Beirūt: Dār 

al-Fikr, t.t.), II: 280, hadis No.1020, “ Kitab an-Nikāh”. “Bab Mā Ja‟ala Nikāha Illā biwaliyyin” , 

riwayat dari Ali bin Hajr dari Syarik bin Abdillah dari Ishak, dengan sanad yang sahih. 

2 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan, cet. Ke-3 (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1974), hlm. 100.  
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mempunyai arti suatu paksaan yang dilakukan ayah kepada anaknya. Namun 

ijbar ini tidak boleh dipahami paksaan semaunya secara sewenang-wenang.
3
  

Masalah perwalian khususnya wali mujbir menjadi perdebatan di 

kalangan ulama, mulai dari periode klasik hingga modern saat ini. Pada 

periode klasik adanya wali mujbir menjadi kontroversi di antara para Imam 

Mazhab. Imam Syafi‟i berpendapat membolehkan memaksa anak 

perempuanya menikah dengan laki-laki yang dipilihnya tanpa minta izin 

dahulu pada anaknya
4
. Dasar penetapan hak ijbar, menurut Imam Syafi‟i 

adalah tindakan Nabi yang menikahi Aisyah ketika masih umur enam atau 

tujuh tahun. 

Serta hadis Nabi yang berbunyi:  

5
   

Dalil lain yang digunakan oleh Imam Syafi‟i sebagai landasan ijbar 

adalah: 

6
 

Imam Hanafi berpendapat bahwa fungsi wali mujbir hanya berlaku pada 

anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, pada orang gila, baik 

                                                             
3 Masdar F. Mas‟udi, Islam dan Reproduksi Perempuan, (Bandung: Miza, 1997), hlm. 

91-92.  

4 Moh.Asnawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet. Ke-1,( Yogyakarta: 

Darussalām 2004),  hlm. 77.  

 5 Ibnu al- Asir, al Jami‟ al-Usūl (Beirūt: Dār al-Fikr t.t), XII:110.  

6
 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitāb an-Nikāh , Bab Isti mar al-Bikr wa as-Sayyib, 

(Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), I:581. hadis diriwayatkan dari Nafi ibn Zubair dan ibn Abbas. 
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masih kecil maupun sudah dewasa, laki-laki maupun perempuan.
7
 Adapun 

perempuan yang sudah dewasa bisa menentukan baik buruk sesuatu, baik 

perempuan itu masih perawan atau sudah janda, boleh menikahkan dirinya 

sendiri dengan laki-laki yang dicintainya tanpa memerlukan wali lagi dengan 

syarat calon suaminya memiliki status yang sama dengannya.
8
  

Di Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Islam, secara prinsip dalam 

undang-undang tidak mengakui adanya hak ijbar wali, karena dalam undang-

undang perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. 

Sehingga jika kedua mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut maka 

akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
9
 Sementara akad nikah yang 

dilaksanakan dengan paksa  dapat dibatalkan.
10

 Oleh karena itu, hukum Islam 

yang bersumber  dari al-Qur‟an dan as-Sunnah mengisyaratkan adanya” 

persetujuan mempelai yang hendak nikah”, sebelum melangsungkan 

perkawinan.  

Dalam suatu hadis nabi Muhammad SAW. bersabda:  

11
 

                                                             
7 Moh. Asmawi, Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, hlm 80-81. 

8 Ibid., hlm 81. 

9 Undang-undang  No.1 Tahun  1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1). 

10 Undang-undang  No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  Pasal 27 ayat (1). 

11  Muslim, S{ahỉh-Muslim, (Beirūt: Dār Ihya‟ al-Kutūb „Arabiyyah, t,t), I:594. Kitāb an-
Nikāh Bab Isti‟zan fi an-Nikāh Bi an- Nutq, Hadis diriwayatkan dari Yahya dari „Abdillah bin 

Fadl dari Nafi bin Jabir dari Ibnu „Abbas.  
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Hadis di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan nikah baik laki-

laki maupun perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu juga 

walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan nikah lebih besar haknya 

dibanding dengan hak wali dalam perkawinannya itu. Di abad modern 

sekarang ini dimana keamanan dan kesejahteraan dijamin oleh negara, wanita 

mempunyai ruang gerak yang lebih luas dibandingkan pada masa klasik 

sebelum kemerdekaan, melihat stabilitas ekonomi dan kemajuan zaman pada 

saat ini ruang gerak wanita semakin terbuka lebar sehingga menuntut wanita 

untuk ikut serta dalam proses kemajuan peradaban manusia. 

 Pada zaman dahulu seorang wanita dilarang keluar rumah tanpa ditemani 

mahramnya, hal ini dikarenakan pada masa lampau jaminan hak keamanan 

dan perlindungan bagi seorang wanita belum ditanggung negara tetapi lebih 

berada di  bawah tanggungan mahramnya. Berbeda dengan masa sekarang ini, 

dimana hak-hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan 

dijamin oleh negara maka ruang gerak bagi wanita pun dijamin oleh negara.  

 Seperti halnya untuk memilih pasangan hidup di zaman sekarang 

ini wanita bebas menentukan dengan siapa kelak dia akan menikah. Karena 

wanita sekarang lebih mandiri dalam menentukan masa depannya, jangankan 

masalah pasangan hidup seperti menentukan sekolah, kuliah, bekerja, semua 

dapat dipertimbangkan sendiri. Karena adanya HAM yang dijamin oleh 

negara, setiap individu manusia baik laki-laki atau perempuan mempunyai 

kesetaraan persamaan hak dan kewajiban dalam aspek apapun mulai 

pendidikan, pekerjaan, sampai dalam hal jabatan kenegaraan.  
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Namun tidak seperti pada umumnya dimana hak dari seorang 

perempuan mendapat kebebasan, Maisyaroh adalah salah seorang yang 

mengalami ketidak- bebasan tersebut dalam memilih pasangan hidup, karena 

dia dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan bapaknya. Ketidakrelaan dari 

Maisyaroh yang menikah dengan laki-laki pilihan bapaknya berdampak 

hingga setelah pernikahannya. Hubungan Maisyaroh dengan keluarga 

khususnya orang tua menjadi tidak harmonis, serta adanya hak dan kewajiban  

yang tidak dapat terpenuhi selayaknya perkawinan pada umumnya yang 

mendambakan kebahagiaan dengan dasar keluarga sakinah, mawaddah dan 

rahmah.  

Begitu pula yang dialami Hafidhoh seperti  halnya Maisyaroh, dia 

dipaksa menikah dengan lelaki pilihan bapaknya, Hafidhoh mengalami 

ketidakrelaan atas perkawinan dengan lelaki pilihan bapaknya, hal ini pun 

berdampak  terhadap perkawinannya karena adanya hak dan kewajiban tidak 

dapat terpenuhi.  

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, saat ini 

dengan adanya HAM yang sering disuarakan apakah hak ijbar bagi wali 

masih dapat dipergunakan dengan semena-mena, tanpa memperhatikan hak 

dari seorang perempuan yang akan menikah. Bagi wali dapat dikatakan gugur 

kewajibannya setelah menikahkan anaknya, namun apakah hak dan kewajiban 

antara suami isteri akan terpenuhi jika ada ketidakrelaan dari pihak wanita 

yang dipaksa menikah karena adanya hak ijbar wali.  



7 
 

 
 

Melihat realita yang terjadi di beberapa kasus, terdapat praktik kawin 

paksa yang dilakukan karena adanya hak ijbar wali dengan berbagai latar 

belakang dan alasan-alasan yang digunakan. Seorang wali yang memiliki hak 

ijbar dapat menikahkan anaknya tanpa memperhatikan hak dari anak tersebut, 

dan  kebanyakan pernikahannya berujung pada perceraian. 

Dari fenomena yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap 

praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali yang terjadi pada 

Maisyaroh dan Hafidhoh yang telah dipaksa menikah, namun masih dapat 

mempertahankan rumah tangganya hingga dikaruniai anak. Kedua pasang 

keluarga yang dipaksa menikah tersebut yaitu Maisyaroh dan Hafidhoh  

adalah alumni santri pondok pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, 

dimana pada saat melangsungkan perkawinan mereka masih menjadi santri di 

pondok tersebut, dan sampai saat ini mereka berdomisili di Kotagede 

Yogyakarta. Maka dengan ini penulis terdorong untuk mengetahui lebih lanjut 

praktik kawin paksa yang terjadi pada Maisyaroh dan Hafidhoh ditinjau dari 

hukum Islam. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok masalah 

yang  diangkat adalah sebagai berikut: 

1.  Apa alasan wali yang menikahkan Maisyaroh dan Hafidhoh secara paksa 

dan bagaimana praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali pada 

pasangan keluarga Maisyaroh dan pasangan keluarga Hafidhoh? 
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2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena 

adanya hak ijbar wali pada pasangan keluarga Maisyaroh dan pasangan 

keluarga Hafidhoh? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Menjelaskan alasan wali yang menikahkan Maisyaroh dan Hafidhoh 

secara paksa dan menjelaskan bagaimana praktik kawin paksa karena 

adanya hak ijbar wali pada  pasangan keluarga Maisyaroh dan pasangan 

keluarga Hafidhoh. 

b. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena 

adanya hak ijbar wali pada pasangan keluarga Maisyaroh dan pasangan 

keluarga Hafidhoh. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan sumbangan keilmuan bagi wacana yang berkembang saat 

ini yaitu tentang kawin paksa. 

b. Sebagai upaya memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat, sehingga 

dapat menghindari sikap yang tidak benar. 

 

D. Telaah Pustaka 

Setelah penyusun mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur, 

karya ilmiah berupa skripsi, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan 

topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti kemukakan di 
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antara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini 

adalah: 

Pertama, skripsi Abdussalam yang berjudul “Kawin Paksa Studi 

Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi‟i”. Skripsi ini 

hanya menguraikan tinjauan hukum pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam 

As-Syafi‟i, serta mengkomparasikan pendapat keduanya tentang bagaimana 

kedua Imam tersebut dalam  melakukan ijtihad tentang kawin paksa. Menurut 

Imam Syafi‟i kawin paksa itu diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu 

Hanifah, kawin paksa tidak boleh dilakukan karena melihat dampak dari 

perkawinan tersebut. Perbedaan kedua Imam ini disebabkan adanya perbedaan 

nash dan sumber hukum yang diambilnya.
12

 Meskipun dalam skripsi ini  

membahas tentang hukum dari kawin paksa melalui pendapat dua Imam yaitu 

Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah, namun tidak dibahas secara riil 

kehidupan di zaman sekarang ini mengenai praktik dari kawin paksa itu 

sendiri. Sedangkan dalam peneliti ini penyusun membahas praktik kawin 

paksa karena adanya hak ijbar wali ditinjau dari hukum Islam. 

   Kedua, Skripsi Lub-lub Busyrah, yang berjudul “Perceraian 

dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa (Studi Tentang 

Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Skripsi ini hanya 

membahas tentang pembuktian yang digunakan oleh para pihak sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan bukti surat, bukti saksi, bukti 

pelaku, sehingga majlis hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian 

                                                             
12 Abdus Salam, “Kawin Paksa Studi Komparasi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan As-

Syafi‟i.” Skripsi ( Yogyakarta: Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).  
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dengan alasan perselisihan karena kawin paksa sudah benar.
13

 Secara khusus 

skripsi ini tidak membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin 

paksa karena adanya hak ijbar wali. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun 

membahas praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali ditinjau dari 

hukum Islam. 

Ketiga, Skripsi Agus Ismatullah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Perkawinan Paksa Oleh Masyarakat (Studi Kasus di Kampung 

Taritunggal Desa Cimancak kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi 

Banten)”. Skripsi ini menguraikan tinjauan hukum Islam terhadap kawin 

paksa yang dilakukan oleh masyarakat kampung Taritunggal Desa Cimancak 

Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Propinsi Banten, di dalamnya meliputi 

faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan kawin paksa dan berisi 

bagaimana status hukum perkawinan oleh masyarakat tersebut ditinjau dari 

hukum Islam. Namun di dalamnya lebih mengupas kepada adat istiadat 

setempat dimana kawin paksa menjadi solusi pilihan terbaik dari pada 

membiarkan anaknya jatuh dalam kemaksiatan.
14

 Dalam skripsi ini tidak 

membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya 

hak ijbar wali. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun membahas praktik 

kawin paksa karena adanya hak ijbar wali di tinjau dari hukum Islam. 

                                                             
13 Lub-lub Busyrah, “Perceraian dengan Alasan Perselisihan Karena Kawin Paksa, Studi 

Tentang Pertimbangan Hukum Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2000-2002”, Skripsi, 

Fakultas Syari,ah UIN Sunan Kalijaga (2004). 

14 Agus Ismatullah,, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Paksa Oleh 
Masyarakat studi Kasus Di Kampung Taritunggal Desa Cimancak Kecamatan Bayah Kabupaten 

Lebak Propinsi Banten,“. Skripsi (Yogyakarta: Syari‟ah UIN Sunan Kalijaga,2008).    
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Keempat, Skripsi Syamsud Dukha, yang berjudul “ Hak Ijbar dalam 

Perkawinan: Studi Komparatif  Pandangan Masdar Farid Mas‟ud Dan Yusuf 

al-Qaradawi”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pendapat kedua tokoh 

tersebut tentang hak ijbar dalam perkawinan, menurut Masdar Farid Mas‟ud, 

konsep hak ijbar tidak ada dalam sebuah perkawinan. Pendapat ini di 

latarbelakangi oleh pola pikir yang eklektik, yaitu pola pikir yang berusaha 

memilih suatu ajaran yang lebih baik tanpa memperdulikan dari aliran, 

filsafat, maupun teori apapun. Sedangkan Yusuf Qaradawi menyatakan bahwa 

orang tua (wali) masih mempunyai hak ijbar terhadap anak perempuanya 

(gadis maupun janda) yang masih kecil.   

Pendapat ini dilatarbelakangi oleh pemikirannya yang moderat, metode 

yang beliau gunakan adalah ijtihad intiqa‟i. Dalam skripsi ini tidak membahas 

tinjauan hukum Islam terhadap praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar 

wali. Sedangkan dalam skripsi ini penyusun membahas praktik kawin paksa 

karena adanya hak ijbar wali di tinjau dari hukum Islam. 

  Setelah penyusun mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa 

karya ilmiah berupa skripsi, ternyata belum ada yang secara riil membahasa 

praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali. Seperti yang dipaparkan di 

atas lebih menekankan pada pendapat ulama kemudian dikomparasikan, dan 

yang lain mengkaji putusan pengadilan tentang perceraian karena kawin 

paksa. Meskipun hak ijbar dan kawin paksa bukan merupakan kajian yang 

baru, namun penulis mencoba mengkaji dari sisi kehidupan nyata yang terjadi 
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di masyarakat, seperti apa praktik yang terjadi di lapangan kemudian 

menelaahnya ke dalam bahasa tulisan yang dirangkum dalam skripsi ini. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Dalam al Quran tidak terdapat dalil yang secara khusus menerangkan 

tentang hak ijbar. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang menekankan 

tentang kewajiban wali menikahkan anak perempuannya dan tidak boleh 

mempersulit pernikahan anak perempuan tersebut yang berada di bawah 

perwaliannya. Hal ini antara lain dijelaskan dalam al-Qur‟an  

15
  

 

Perkawinan merupakan sunatullah, barangsiapa melaksanakannya 

dianggap telah menyempurnakan ibadahnya, serta menjadi hak atas setiap 

individu makhluk ciptaanNya. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan, bahwa syarat-syarat 

perkawinan di antaranya adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak 

yang akan melakukan perkawinan. 

 Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa prinsip untuk menjamin 

cita-cita luhur perkawinan, salah satunya adalah adanya asas 

                                                             
15 Al-Baqarah: 232 
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sukarela.
16

Sebagai konsekuensi dari asas sukarela tersebut maka perkawinan 

harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa ada unsur 

paksaan dari pihak manapun.  

Hal ini disebutkan dalam KHI Pasal 16 yang berbunyi: 

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 

2. Bentuk Persetujuan calon mempelai perempuan dapat juga berupa diam 

dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. 

Adapun orang tua boleh memaksa anaknya untuk menikah dengan orang 

lain (hak ijbar), jika syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu: 

1. Bahwa wali yang berhak melakukan ijbar hanya ayah atau kakek (ayahnya 

ayah) dari mempelai perempuan sendiri. 

2.  Anak perempuan yang diijbar masih gadis, dalam arti belum cukup 

dewasa untuk mengerti bagaimana sebaiknya hidup berumah tangga. 

3.  Tidak ada kebencian antara wali mujbir dengan anak perempuan yang 

diijbar. 

4. Calon suami yang dijodohkan harus kufu‟, setara, baik dalam bidang 

sosial, pendidikan, ekonomi, dan keturunan dalam istilahnya sekarang 

(bobot, bebet, dan bibit) supaya tercipta suasana yang kondusif diantara 

suami dan isteri. 

5. Mas kawin yang dijanjikan oleh calon suami adalah mahar mis\il, yakni 

mas kawin yang sesuai dengan martabat dan kedudukan sosial calon isteri. 

                                                             
16 Departemen Agama R.I Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (Jakarta: Peningkatan 

sarana Keagamaan Islam, zakat, Wakaf, Ditjen Bimas Islam dan urusan Haji, 1985), hlm. 13-24.  
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6. Diketahui bahwa calon mempelai lelaki orang yang sanggup memenuhi 

kewajiban nafkahnya. 

7. Calon mempelai diketahui orang baik-baik yang akan memperlakukan 

isterinya secara baik pula.
17

 

Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa perundang-undangan di 

negara-negara Islam dalam mendeskripsikan wanita dan peran wali dalam 

perkawinan diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) harus ada wali atau 

izinnya, 2) boleh tanpa ada wali, 3) Harus ada persetujuan mempelai wanita, 

4) ada hak ijbar wali. Sedangkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia 

mengharuskan adanya wali dan persetujuan mempelai wanita dalam sebuah 

akad perkawinan, beliau menyimpulkan bahwa konsep perundang-undangan 

kedua negara tersebut memposisikan wanita lebih sejajar dengan laki-laki 

berbeda dengan kitab-kitab fikih tradisional.
18

  

Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat para ulama madzhab fikih, ia 

mengatakan: ”Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa 

kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan 

sesuatu ancaman, maka akad perkawinan menjadi fasad (rusak)”.
19

 

Dalam perkawinan terdapat hak-hak lain di luar hak individu. Pihak-pihak 

yang berkepentingan itu ialah pihak yang berhak atas perkawinan tersebut: (1) 

                                                             
17 Tihami dan Sohari S., Fikih Munākahāt, (Jakarta: Rajawali pers,2010), hlm.101. 

18 Khoiruddin Nasution, Status Wanita di asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan 

Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), hlm 201.  

19 Miftahul Huda, Kawin Paksa: Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi perempuan 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009),hlm. 5. 
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Hak Allah, (2) Hak orang yang akan kawin, (3) Hak wali.
20

 Hak istimewa 

yang dimiliki oleh wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak 

disebut dengan hak Ijbar. Pemberian hak Istimewa ini bukanlah tanpa batas, 

tetapi ada persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi perempuan dan 

atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi dasar 

aturan tersebut tercermin pada tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum-

hukumnya yang dikenal dengan al-Maqa>s}id al-Khamsah, yaitu memelihara 

kemaslahatan agama (hifz} al-di<<n), memelihara jiwa (hifz} al-nafs), 

memelihara kehormatan (hifz} al-nas}l), memelihara akal (hifz} al-„aql), 

memelihara harta benda (hifz} al-ma>l),.
21

  

Dasar adanya hak ijbar ini adalah kemaslahatan si gadis yang akan 

dinikahkan. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan, sebagaimana firman 

Allah SWT: 

22
 

 

Islam lebih mengutamakan kemaslahatan dari pada kemadaratan, seperti 

halnya disebutkan dalam kaidah fikih:  

23
 

                                                             
20 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang perkawinan, cet. ke 3 (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1993), hlm.18. 

21  H.Ismail Muhammad Syah, “Tujuan dan ciri Hukum Islam “dalam H. Ismail 

Muhammad Syah, dkk, Filsafat hokum Islam, Muchtarom (ed).cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 

1992), hlm. 67. 

22
 An-Nisa>‟: 21 
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Dengan asumsi di atas, penyusun mencoba dan memberikan solusi dalam 

persoalan yang terangkum dalam judul skripsi ini dan memberikan jawaban 

pada pokok-pokok persoalan yang ada dengan menggunakan kaidah fiqhiyah. 

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan jenis field Research 

(penelitian lapangan). Untuk itu seluruh kegiatan pembahasan 

dikonsentrasikan pada kajian terhadap hasil penelitian di lapangan, 

sehingga penelitian ini lebih dititikberatkan pada segi formal daripada  segi 

materialnya. Hal ini dilakukan mengingat yang dipentingkan dalam 

penelitian lapangan ini bukanlah sumbangan penemuan baru dalam 

lapangannya, melainkan bagaimana peneliti mengangkat sesuatu persoalan. 

Seperti halnya masalah hak ijbar dalam praktiknya kadang terjadi 

kesewenang-wenangan, tentunya dalam hal ini ada pihak yang dirugikan 

yaitu terjajahnya hak dari anak yang di bawah perwaliannya, melalui dua 

keluarga yang diteliti ini nantinya peneliti akan mengkaji lebih dalam lagi 

dengan mengangkat dari fenomena realita di lapangan tidak hanya sekedar 

teori belaka, tetapi menggabungkan keduanya. 

 

                                                                                                                                                                       
23 Asjmuni A. Rahman, Qa‟idah-qa‟idah Fiqih (qowa‟idulbFiqhiyah), cet. I (Jakarta: 

Bulan Bintang.1976), hlm 85.  
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2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik , yaitu menggambarkan tentang 

realitas yang ada di lapangan untuk kemudian menganalisa dengan 

menggunakan kata-kata. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penulisan adalah sumber data atau sumber tempat memperoleh 

keterangan penulisan.
24

 

a. Subjek penelitian  

Subjek penelitian yang dimaksud adalah para informan atau sumber 

data, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

penelitian.
25

Maka yang menjadi subjek penelitian disini adalah dua 

keluarga yang menikah karena adanya hak ijbar wali, yang nantinya 

dapat memberikan argumen atau informasi yang dibutuhkan oleh 

penulis dalam proses penelitian skripsi. 

b. Objek Penelitian 

  Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana 

proses praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali pada pasangan 

Keluarga Maisyaroh dan Pasangan Keluarga Hafidhoh serta bagaimana 

tinjauan hukum Islam terhadap praktek kawin paksa karena adanya hak 

ijbar wali pada Pasangan Keluarga Maisyaroh dan Pasangan Keluarga 

Hafidhoh. 

                                                             
24 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), hlm. 193 . 

25 Masri Sangribun dan sofyan Efendi (ed), Metode Penelitian survey, (Jakarta: Rajawali 

Press, tt), hlm. 52.  
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4. Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah: 

a. Wawancara (interview) 

Teknik wawancara yang penyusun gunakan dalam penelitian ini 

adalah struktur interview (wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui 

interview guide (pedoman wawancara). Dalam penelitian ini, penyusun 

melakukan wawancara terhadap pasangan kawin paksa. 

b. Observasi  

 Metode observasi adalah sebuah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati langsung terhadap obyek yang diteliti.
26

 Dalam 

hal ini penulis mengadakan pengamatan serta pengumpulan data-data 

yang diharapkan dapat diperoleh data yang relevan dengan penelitian, 

mengenai kondisi objektif daerah atau tempat penelitian. 

5. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, data dipelajari dan diperiksa secara kualitatif 

dengan pembahasan seputar kawin paksa, kemudian disusunlah data 

tersebut menurut bidang pokoknya untuk dianalisis lebih lanjut. Adapun 

cara berfikir yang digunakan adalah Induktif, yaitu berangkat dari kasus 

khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan bersyarat umum sesuai dengan 

norma hukum Islam. 

 

                                                             
26 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Jakarta : Tarsito, 1985) hlm. 136.  
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G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, Pendahuluan pembahasan dalam bab ini dimulai dengan 

pendahuluan  yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai acuan serta arahan kerangka 

penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian skripsi. 

Bab kedua, memuat ketentuan umum perkawinan dan hak ijbar wali, yang 

berisi tentang : pengertian dan tujuan perkawinan, dasar hukum perkawinan, 

syarat dan rukun perkawinan, kawin paksa, dan selanjutnya tentang wali nikah 

yang berisi tentang : pengertian wali, dasar hukum wali, macam-macam wali, 

dan terakhir penjelasan mengenai ijbar wali. Bagian ini merupakan gambaran 

tentang perkawinan dalam Islam sekaligus sebagai alat analisa materi 

perkawinan, sehingga penyusun bisa menganalisis sesuai dengan kaidah-

kaidah ushul fikih. 

Bab ketiga, setelah digambarkan tentang materi perkawinan kemudian 

selanjutnya memuat penyajian data berupa praktik kawin paksa karena adanya 

hak ijbar wali mulai dari gambaran umum wilayah Kotegede Yogyakarta,  

kemudian  proses praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali pada dua 

pasang keluarga di Kotagede Yogyakarta. Bagian ini merupakan isi dari 

pokok masalah berupa gambaran kasus praktik kawin paksa yang kemudian 

akan di analisis. 

Bab keempat, memuat analisis hukum Islam terhadap praktik kawin paksa 

karena adanya hak ijbar wali terhadap dua pasang keluarga yang ada di 

Kotagede Yogyakarta. Akhirnya pada bab kelima penelitian ini di akhiri 



20 
 

 
 

dengan penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari 

keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan masalah yang berkaitan dengan judul skripsi “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali 

(Studi Kasus Pada Dua Pasang Keluarga Di Kotagede Yogyakarta)”. 

Penyusun menarik kesimpulan bahwa:  

1. Maisyaroh 

a. Alasan wali (Bapak) untuk menikahkan paksa Maisyaroh dengan 

Mu‟azim yaitu demi terpeliharanya kemaslahatan dari segi agama dan 

nasab keturunanya nanti. Namun alasan tersebut menafikan tujuan 

syara‟ lainnya yaitu terpeliharanya jiwa akal dan kehormatan dari 

Maisyaroh. Praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali pada 

Maisyaroh: Pemenuhan hak dan kewajibannya kurang terpenuhi antara 

suami isteri, termasuk dalam kategori keluarga yang sakinah mawadah 

wa rahmah yang rendah, serta menimbulkan permusuhan dengan wali 

(bapaknya).   

2. Hafidhoh 

a. Alasan wali (Kakek) menikahkan paksa Hafidhoh dengan Amal yaitu 

bentuk kasih sayang kakeknya Hafidhoh, dari pada pacaran lebih baik 

menikah, mumpung ada lelaki baik yang melamar. Praktik kawin paksa 

karena adanya hak ijbar wali pada Hafidhoh: Pemenuhan hak dan 

kewajibannya masih terpenuhi walau dalam tingkat sedang, termasuk 
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dalam kategori keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah yang 

sedang. 

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pasangan Maisyaroh: 

 Praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali pada Maisyaroh 

belum sesuai dengan ajaran Islam, karena aspek mudaratnya lebih banyak 

ketimbang maslahatnya. Hal ini dapat diukur dari pemenuhan hak dan 

kewajiban yang kurang terpenuhi antara suami isteri tersebut.  

Tinjauan hukum Islam terhadap pasangan Hafidhoh: 

 Praktik kawin paksa karena adanya hak ijbar wali pada pasangan 

keluarga Hafidhoh masih sesuai dengan ajaran Islam, aspek 

kemaslahatannya lebih banyak ketimbang mudaratnya, dapat diukur dari 

pemenuhan hak dan kewajibannya, serta tidak ada permusuhan dengan 

wali (kakeknya). 

 

B. Saran-Saran 

Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham betul mengenai 

masalah-masalah hukum perkawinan, khususnya konsep hak Ijbar bagi 

seorang wali. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang perkawinan, di KUA 

tidak hanya memberikan penasehatan kepada calon mempelai saja tapi wali 

juga perlu untuk diberikan arahan, sebelum prosesi pernikahan terjadi, pihak 

KUA harus benar-benar menanyakan secara langsung tentang persetujuan dari 

kedua mempelai. 
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Hendaknya orang tua atau wali yang mempunyai hak Ijbar tidak semena-

mena dalam mempergunakan haknya, harus melihat kemaslahatan bagi 

perempuan yang ada dalam perwaliannya, tidak hanya sepihak memaksakan 

kehendaknya. Perlu adanya komunikasi saling musyawarah dalam 

menentukan pasangan hidupnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

TERJEMAHAN 

NO BAB HLM FNT TERJEMAHAN 

1 I 1 1 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. 

2 

 
I 2 2 

Tidak sah pernikahan tanpa wali dan kedua saksi 

yang adil. 

3 I 3 6 

Rasulallah menikahiku ketika aku berusia enam 

tahun, dan beliau menggauliku ketika usiaku 

Sembilan tahun. 

4 I 4 7 
Janda lebih berhak terhadap dirinya ketimbang 

wali, dan anak gadis dinikahkan oleh ayahnya. 

5  5 12 

Janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada 

wali, gadis harus dimintai izinnya oleh orangtua, 

dan izinnya itu ialah diam. 

6 I 13 16 

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu 

habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu 

(para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat 

kerelaan di antara mereka dengan cara yang 

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-

orang yang beriman di antara kamu kepada 

Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu 

dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu 

tidak Mengetahui. 

7 I 16 23 

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, 

padahal sebagian kamu Telah bergaul 

(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah 

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. 

8 I 17 25 

Menghindar/menolak mafsadat (kemadharatan) 

lebih didahulukan dari pada menarik 

kemaslahatan. 

9 II 23 2 Dan kami berikan kepada mereka bidadari 

10 II 24 4 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 

dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya 



 

 

II 
 

diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berfikir. 

11 II 24 5 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 

adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim 

(bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang 

kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

12 II 24 6 

Dari Abi Ayub Rasulullah SAW bersabda: 

empat macam diantara sunah-sunah para rasul 

yaitu: berkasih sayang, memakai wewangian, 

bersiwak dan menikah. 

13 II 25 7 

Berlaku tidaknya hukum, tergantung dari ada 

atau tidaknya illat (sebab) di berlakukannya 

hukum itu berlaku bersaama illat (sebab) nya. 

14 II 26 9 
Hukum asal dari suatu perkara itu boleh, sampai 

ada dalil/landasan yang melarangnya. 

15 II 33 24 

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu 

habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu 

(para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat 

kerelaan di antara mereka dengan cara yang 

ma'ruf.  

16 II 35 27 Tidak sah pernikahan tanpa wali. 

17 II 35 28 
Janganlah wanita menikahkan wanita dan 

janganlah wanita menikahkan dirinya sendiri. 

18 II 40 38 Sama dengan no 16. 

19 II 42 41 

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian 

diantara kamu, dan orang-orang yang layak 

(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 

perempuan. 

20 II 43 43 

Janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta 

pertimbangannya dan gadis tidak boleh 

dinikahkan sebelum diminta izinnya. Mereka 

bertannya: Ya Rasulallah, bagaimana izinnya? 

Jawab beliau:” dia diam”. 

21 II 43 44 

Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada 

walinya, sedangkan gadis itu diminta izinnya 

dan diamnya merupakan izinnya. 

22 II 43 45 Perempuan janda lebih berhak atas walinya, 



 

 

III 
 

sedangkan anak gadis harus diminta izinnya, dan 

izinnya adalah diamnya. 

23 IV 70 4 Sama dengan no 9. 

24 IV 70 5 

Seorang perempuan dinikahi karena empat 

perkara, karena hartanya,karena kedudukannya, 

karena kecantikannya, (atau) karena agamanya, 

pilihlah yang beragama maka kau akan 

beruntung. 

25 IV 74 8 

Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan 

orangtua, dan kemurkaan Allah tergantung pada 

kemurkaan orangtua. 

26 IV 75 9 Sama dengan no 16. 

27 IV 76 11 Sama dengan no 9. 

28 IV 77 12 

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, 

padahal sebagian kamu Telah bergaul 

(bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah 

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. 

29 IV 80 15 

Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk 

kalian penuhi adalah apa yang dihalalkan 

dengannya kemaluan. 

30 IV 81 16 

Semua persyaratan yang bertentangan dengan 

Kitabullah maka itu batil, sekalipun berjumlah 

seratus syarat.  

31 IV 83 18 Sama dengan no 30 

32 IV 84 19 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-

janji kalian.  
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Lampiran 2 

BIOGRAFI ULAMA 

1. Imam Bukhari  

Nama  lengkapnya  adalah Abu  'Abd  Allah  Muhammad  ibn  Abu  

Hasan Isma'il  ibn  al-Mughirah  al-Bardizah  al-Jafiy  al-Bukhari.  Beliau  lahir  

pada  hari Jum'at  tanggal  13  Syawal  194  H  di  kota  Bukhara.  Ia  bersama  

keluarganya menunaikan  ibadah  haji,  kemudia  beliau  tinggal  dan  menetap  

di  Hijaz  untuk mendalami ilmu dari para fuqaha dan beliau bermukim di 

Madinah. Beliau adalah penulis  kitab  "Shahih  Bukhari"  sebagai  salah  satu  

kelompok  Kutub  al-Khamsah (lima kitab standar yang memuat hadits)  yang 

mempunyai urutan paling tinggi.  

2. Imam asy-Syafi'i  

Nama  lengkapnya  adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas 

bin Usman bin Syafi'i. beliau masih dekat dengan silsilah Rasulullah SAW. 

Pada usia 2 tahun beliau diajak oleh ibunya pergi ke Makkah untuk 

mempelajari kitab-kitab al-Qur'an, kemudian beliau pindah ke Huztail di 

Bagdad untuk belajar ilmu-ilmu  fiqh  dan  dan  hadits kepada  gurunya  yang  

bernama  Muslim  bin  Khalid  dan Sufyan   bin'Uyainah.   Pada   yang   ke   

dua   puluh   kalinya,   beliau   merantau   ke Madinah untuk berguru pada 

Iamam Malik hingga beliau wafat. Adapun karyanya yang sangat terkenal di 

kalangan ahli fiqh adalah kitab al-'Umm, kemudian beliau wafat pada tahun 

204 H.  

3. Imam Muslim  

Imam    Muslim    adalah   seorang   pakar    hadits     yang   terkenal.    

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-

Naisaburi. Ia  menyusun  kitab  Shahih  Muslim.  Kitab  ini  disusun  setelah  

beliau  mempelajari kitab  Shahih  al-Bukhari,  sehingga  penyusunannya  

dipengaruhi  oleh  metodologi yang digunakan Imam al-Bukhari. Demikian 

juga kriteria yang digunakan untuk menilai kesahihan suatu hadits. Namun ada 

suatu perbedaan mendasar, yaitu kalau al-Bukhari, antara seorang perawi dan 

perawi sebelumnya harus hidup semasa dan bertemu,  sementara  Muslim  

hanya  mensyaratkan  semasa  saja  dan  tidak  harus bertemu.  
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4. At-Turmudzi  

Nama  aslinya  adalah  Abu  Isa  Muhammad  ibn  Surah  at-Turmudzi.  Ia 

dilahirkan  di  Buy,  sebuah  kota  di  daerah  Turmudzi,  di  dekat  sungai  

Yihun  pada tahun 200 H. At-Turmudzi dikenal sebagai penuntut ilmu yang 

gigih sejak kecil. Ia mencari  ilmu  ke  Irak,  Hijaz,  Khurasan  dan  lain-lain.  

Di  antara  gurunya  yang paling terkenal adalah al-Bukhari. Ia juga belajar 

kepada Muslim dan Abu Dawud, bahkan ia mendengar pula hadits dari 

sebagian guru-guru mereka. Ia adalah salah seorang  imam  hadits yang  dabit  

dan  teguh  hafalannya,  juga  seorang  yang  zahid dan wara'. Ia wafat di 

Turmudz  pada malam Senin 13 Rajab 279 H.  

5. Wahbah az-Zuhaili  

Beliau adalah guru besar hukum Islam di Universitas Syiria. Ia juga 

mendalami berbagai  disiplin  ilmu  di  antaranya  adalah  tafsir,  fiqh  dan  

aktif  menulis. Sudah banyak  judul  buku  yang  ditulisnya  dan  yang  paling  

terkenal  adalah  al-Fiqh  al- Islam wa Adillatuhu. 
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No Pasangan TABEL / Pemenuhan Hak dan Kewajiban 

 
  

                

 
Hafidhoh Hak dan Kewajiban Bersama R S T Skor 

 

R S T Skor   R S T Skor 

1 

 

Kebutuhan  Biologis 

 

6 

 

6 Maslahah     6    6 Madharat  6  6 

2 

 

Kedua belah pihak wajib bergaul 

(berperilaku) dengan baik  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

3 

 

Suami isteri memikul kewajiban yang 

luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang SAMAWA  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

4 

 

Suami isteri wajib saling mencintai, 

menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

5 

 

Suami isteri wajib memelihara 

kehormatannya  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

 

 

Hak dan Kewajiban Suami 

Terhadap Isteri      
         

6 

 

Memberi nafkah,kiswah dan tempat 

tinggal  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

7 

 

Biaya rumah tangga, biaya perawatan  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 



 

 

VII 
 

dan biaya pengobatan 

8 

 

Perilaku sopan kepada isteri, 

menghormatinya dan 

memperlakukannya dengan wajar   
9 9 

 
  9 9  3   3 

9 

 

Memberi perhatian penuh kepada isteri 
  

9 9 
 

  9 9  3   3 

10 

 

Memimpin isteri dan anak-anaknya 
  

9 9 
 

  9 9  3   3 

11 

 

Setia kepada isteri dengan menjaga 

kesucian pernikahan   
9 9 

 
  9 9  3   3 

12 

 

Menggauli isteri dengan baik 
  

9 9 
 

  9 9  3   3 

13 

 

Mendatangi Isteri(dalam pemenuhan 

biologis)   
9 9 

 
  9 9  3   3 

14 

 

Berusaha mempertinggi keimanan, 

ibadah, dan kecerdasan isteri   
9 9 

 
  9 9  3   3 

15 

 

Memaafkan kekurangan isteri 
  

9 9 
 

  9 9  3   3 

16 

 

Bersikap jujur terhadap isteri 
 

6 
 

6 
 

 6  6   6  6 

17 

 

Membantu isteri dalam melaksanakan 

pekerjaan rumah   
9 9 

 
  9 9  3   3 

 
 

Hak dan kewajiban Isteri terhadap      
         



 

 

VIII 
 

Suami 

18 

 

Hak menerima nafkah 
  

9 9 
 

  9 9  3   3 

19 

 

Persamaan hak dan kewajiban 
 

6 
 

6 
 

 6  6   6  6 

20 

 

Bergaul dengan baik walaupun dalam 

keadaan tidak disenangi  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

21 

 

Mendapat penjagaan dengan baik dari 

suami  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

22 

 

Kewajiban berbakti lahir bathin kepada 

suami   
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

23 

 

Menyelenggarakan dan mengatur 

keperluan rumah tangga  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

24 

 

Taat dan patuh kepada suami 
 

6 
 

6 
 

 6  6   6  6 

25 

 

Menghormati keluarga suami 
  

9 9 
 

  9 9  3   3 

26 

 

bersikap sopan, penuh senyum kepada 

suami  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

27 

 

selalu berhias, bersolek untuk suami 
 

6 
 

6 
 

 6  6   6  6 

28 

 

Menjaga diri dan harta suami 
 

6 
 

6 
 

 6  6   6  6 

 
 

menjauhkan diri dari sesuatu yang  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 



 

 

IX 
 

dapat menyusahkan suami 

29 

 

Tidak bermuka masam di hadapan 

suami  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

30 

 

Tidak menunjukan keadaan yang tidak 

disenangi suami  
6 

 
6 

 
 6  6   6  6 

 

Jumlah skor : 

 219:30= 7,3 “Maslahah tinggi”  

 153:30=5,1  “Madorot  rendah” 

 

 

  



 

 

X 
 

No Pasangan Pemenuhan Hak dan Kewajiban 

 
  

 

                   

 
Maisyaroh Hak dan Kewajiban Bersama R S T Skor 

 

R S T Skor   R S T Skor 

1 

 

Kebutuhan  Biologis 3 
  

3 Maslahah   3       Madharat   9 9 

2 

 

Kedua belah pihak wajib bergaul 

(berperilaku) dengan baik 
3 

  
3 

 
3       9 9 

3 

 

Suami isteri memikul kewajiban yang 

luhur untuk menegakkan rumah tangga 

yang SAMAWA 

3 
  

3 
 

3       9 9 

4 

 

Suami isteri wajib saling mencintai, 

menghormati, setia dan memberi 

bantuan lahir batin 

3 
  

3 
 

3       9 9 

5 

 

Suami isteri wajib memelihara 

kehormatannya  
6 

 
6 

 
 6     6  6 

 

 

Hak dan Kewajiban Suami 

Terhadap Isteri      
         

6 

 

Memberi nafkah,kiswah dan tempat 

tinggal  
6 

 
6 

 
 6     6  6 

7 

 

Biaya rumah tangga, biaya perawatan  
6 

 
6 

 
 6     6  6 



 

 

XI 
 

dan biaya pengobatan 

8 

 

Perilaku sopan kepada isteri, 

menghormatinya dan 

memperlakukannya dengan wajar  
6 

 
6 

 
 6     6  6 

9 

 

Memberi perhatian penuh kepada isteri 
 

6 
 

6 
 

 6     6  6 

10 

 

Memimpin isteri dan anak-anaknya 
 

6 
 

6 
 

 6     6  6 

11 

 

Setia kepada isteri dengan menjaga 

kesucian pernikahan  
6 

 
6 

 
 6     6  6 

12 

 

Menggauli isteri dengan baik 
 

6 
 

6 
 

 6     6  6 

13 

 

Mendatangi Isteri(dalam pemenuhan 

biologis)  
6 

 
6 

 
 6     6  6 

14 

 

Berusaha mempertinggi keimanan, 

ibadah, dan kecerdasan isteri  
6 

 
6 

 
 6     6  6 

15 

 

Memaafkan kekurangan isteri 
 

6 
 

6 
 

 6     6  6 

16 

 

Bersikap jujur terhadap isteri 
 

6 
 

6 
 

 6     6  6 

17 

 

Membantu isteri dalam melaksanakan 

pekerjaan rumah 
3 

  
3 

 
3       9 9 

 
 

Hak dan kewajiban Isteri terhadap      
         



 

 

XII 
 

Suami 

18 

 

Hak menerima nafkah 
 

6 
 

6 
 

 6     6  6 

19 

 

Persamaan hak dan kewajiban 3 
  

3 
 

3       9 9 

20 

 

Bergaul dengan baik walaupun dalam 

keadaan tidak disenangi  
6 

 
6 

 
 6     6  6 

21 

 

Mendapat penjagaan dengan baik dari 

suami 
3 

  
3 

 
3       9 9 

22 

 

Kewajiban berbakti lahir bathin kepada 

suami   
6 

 
6 

 
 6     6  6 

23 

 

Menyelenggarakan dan mengatur 

keperluan rumah tangga  
6 

 
6 

 
 6     6  6 

24 

 

Taat dan patuh kepada suami 
 

6 
 

6 
 

 6     6  6 

25 

 

Menghormati keluarga suami 
  

9 9 
 

 9    3   3 

26 

 

bersikap sopan, penuh senyum kepada 

suami 
3 

  
3 

 
3       9 9 

27 

 

selalu berhias, bersolek untuk suami 3 
  

3 
 

3       9 9 

28 

 

Menjaga diri dan harta suami 3 
  

3 
 

3       9 9 

 
 

menjauhkan diri dari sesuatu yang 
3 

  
3 

 
3       9 9 



 

 

XIII 
 

dapat menyusahkan suami 

29 

 

Tidak bermuka masam di hadapan 

suami 
3 

  
3 

 
3       9 9 

30 

 

Tidak menunjukan keadaan yang tidak 

disenangi suami 
3 

  
3 

 
3       9 9 

 

Jumlah skor : 

150:30=5  “Maslahah rendah”  

222:30=7,4  “Madorot  tinggi” 
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XV 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Tahun berapa saat menikah? 

2. Ketika menikah umur berapa? 

3. Saat itu Suami umur berapa? 

4. Pekerjaan suami apa? 

5. Sebelumnya kenal atau tidak dengan calon suami? 

6. Saat tembung/ lamaran dimintai persetujuan atau tidak? 

7. Alasan menerima/ mau menikah kenapa? 

8. Yang memaksa menikah siapa? 

9. Tanggapan keluarga bagaimana? 

10. Faktor penyebab kawin paksa apa? 

11. Tujuannya apa? 

12. Wali anda tau tentang hak ijbar atau tidak 

13. Bagaimana proses awal dari kawin paksa hingga akhirnya mau menikah? 

14. Hubungan dengan suami setelah menikah bagaimana? 

15. Hubungan dengan orangtua bagaimana? 

16. Hubungan dengan mertua bagaimana? 

17. Kehidupan setelah menikah bagaimana? 

18. Apakah hak dan kewajiban terpenuhi?* (dalam lampiran) 

19. Bagaimana perasaannya setelah menikah dan hidup dengan suami? 

20. Setelah menikah tinggal dengan suami atau tidak? 

 



 

 

XVI 
 

SURAT BUKTI WAWANCARA 

 

  



 

 

XVII 
 

SURAT BUKTI WAWANCARA 
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